Jurnal Riset Manajemen dan Akuntansi ISSN Online: 2338-6576

Vol. 01 No. 02, Agustus 2013
Hal: 37-44 ]MA

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang
Pribadi (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi
di Kota Madiun)

Eldita Devianingrum, Sri Rustiyaningsih, dan Theresia Purbandari
Email : elditadevianingrum@yahoo.co.id, naning@staff.widyamandala.ac.id

Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi
UniversitasKatolik Widya Mandala Madiun

ABSTRAKSI

Penelitian ini meneliti tentanfaktorfaktor yang mempengaruhi kepatuhan w
pajak orang priba di Kota Madiun. Faktor-faktor yang didugaempengaruf
kepatuhan wajib pajak adalah kejelasan un-undang dan peraturan perpajak
motivasi, dan tingkat pendidikan wajib pajak. Sampang digunakan pac
penelitian ini adalah para wajib pajak orang pribgahg telah rembayar Paja
Penghasilan (PPh 21), Pajak Bumi dan Bangunan (P&#) Pajak Kendarai
Bermotor (PKB) di Kota Madiun. Kuesioner yang keinlabanyak 91 eksempl
dari 100 eksemplar yang telah disebar, sedangkataljukuesioner yang daf
diolah adalah dmnyak 81 eksemplar. Teknik pengambilan sampel md
penelitian ini menggunakaiconvenience samplingaitu pengambilan samp
secara nyaman dilakukan dengan memilih sampel lssh@hendak perisetn
Alat analisis yang digunakan adalah regresi bemabkasil analisis menunjukke
bahwa kejelasan unde-undang dan peraturan perpajakan, dan mot
berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhambayar pajak, sedangk
tingkat pendidikan wajib pajak tidak berpengarugniikan terhadap kepatuh:
membawr pajak. Hasil uji t dengan tingkat signifikan <0® untuk variabe
kejelasan undangndang dan peraturan perpajakan 0,000, motiva€iO0,8ar
tingkat pendidikan wajib pajak 0,4E

Kata Kunci: kejelasan undar-undang dan peraturan perpajakan, motivi
tingkat pendidikan wajib pajak, kepatuhan wajibaglke

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan nggagapenting selain sumk
penerimaan lainnya yaitu migas maupun penean bukan pajak. Pemerintah secara -
menerus berupaya untuk meningkatkan target penamimaegara dari sektor paj
(Rustiyaningsih, 2011).

Pajak tidak dapat dipisahkan dengan masyarakagn&apajak hanya ada kalau
masyarakat. Hasil penerimaan ak ditujukan untuk kepentingan masyarakat yaituuki
menyediakan berbagai fasilitas umum seperti praaajalan, kesehatan, pendidikan, tar
kota dan fasilitas lainnya. Pembangunan fasilgeseout membutuhkan dana yang tidak sec
maka sebagian bar hasil penerimaan pajak ini diserahkan kepadaepetah daeral
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Penggunaan pajak yang demikian oleh daerah akamngsang masyarakat memenuhi
kewajibannya untuk membayar pajak.

Dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, dituntutyed&epatuhan dari wajib pajak
itu sendiri. Ada berbagai macam faktor yang dapampengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam
memenuhi kewajibannya membayar pajak yaitu kejalasadang-undang dan peraturan
perpajakan, motivasi, dan tingkat pendidikan wppafak.

Penelitian ini mereplikasi penelitian yang suddlakidikan oleh Riharjo (2007) yang
meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhpatehan wajib pajak yang berada di
wilayah Kota Surabaya. Hasil penelitian tersebubyatakan bahwa kejelasan undang-undang
dan peraturan perpajakan dan tingkat pendidikaibvpajak berpengaruh terhadap kepatuhan
membayar pajak. Penelitian ini juga mereplikasighiéan yang sudah dilakukan oleh Ghoni
(2012) yang meneliti tentang pengaruh motivasi gemgetahuan wajib pajak terhadap
kepatuhan wajib pajak daerah. Hasil penelitianetars menyatakan bahwa motivasi tidak
mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Sedangkan pEngen wajib pajak berpengaruh
signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apk&giasan undang-undang dan
peraturan perpajakan, motivasi, dan tingkat pekaid berpengaruh terhadap kepatuhan
membayar pajak ? Tujuan penelitian ini adalah mddikan secara empiris bahwa kejelasan
undang-undang dan peraturan perpajakan, motivasi, tthgkat pendidikan berpengaruh
terhadap kepatuhan membayar pajak. Penelitian irabkan dapat menambah wawasan
pengetahuan dan memberikan tambahan bukti empirehgemai faktor-faktor yang
mempengaruhi kepatuhan membayar pajak.

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS
Paj ak
Menurut Rochmat Soemitro (1922) dalam Mardiasn@®92, pajak adalah iuran rakyat
kepada kas negara berdasarkan undang-undang (spagdipaksakan) dengan tidak mendapat
jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapatngikkan dan yang digunakan untuk
membayar pengeluaran umum.

Pajak Penghasilan (PPh 21)

Pajak penghasilan merupakan pajak negara yang glipwteh pemerintah pusat dan
hasilnya akan digunakan untuk pembiayaan rumahgtanggara. Dalam penelitian ini pajak
penghasilan yang digunakan adalah pajak penghasitarg pribadi (PPh 21). PPh Pasal 21
adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upatgréwgum, tunjangan, dan pembayaran lain
dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubunggandpekerjaan atau jabatan, jasa, dan
kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi (Mantia009).

Pajak Bumi & Bangunan (PBB)

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yapgrdjut oleh pemerintah pusat
atas bumi dan bangunan. PBB termasuk dalam jenek pabjektif, dimana yang lebih
ditekankan dalam pengenaan pajak ini adalah pgeéarfa. Yang menjadi objek adalah bumi
dan bangunan. Menurut Mardiasmo (2009), bumi adaktmukaan bumi dan tubuh bumi
yang ada di bawahnya (tanah dan perairan dalaegarf§kan bangunan adalah konstruksi
teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetdp pnah dan atau perairan.

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Menurut Perda No 140 Tahun 2010 Pasal 1 ayatpéak kendaraan bermotor yang
selanjutnya disingkat PKB adalah pajak atas kejeamil dan/atau penguasaan kendaraan
bermotor. Pajak kendaraan bermotor ini termasukmgbajak daerah. Pajak daerah adalah
pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah danndigan untuk membiayai rumah tangga
daerah (Mardiasmo 2009).
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Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Rustiyaningsih (2011) kepatuhan wajib pajeltikan sebagai suatu keadaan
di mana wajib pajak patuh dan mempunyai kesadaaanmdmemenuhi kewajiban perpajakan.
Pada prinsipnya kepatuhan perpajakan merupakaakandwajib pajak dalam pemenuhan
kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuatupgn perundang-undangan dan peraturan
pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatuianeg

Kgelasan Undang-Undang dan Peraturan Perpajakan terhadap Kepatuhan Membayar
Paj ak

Menurut Riharjo (2007), undang-undang dan peratuyang jelas, mudah dan
sederhana serta tidak menimbulkan penafsiran yarigetla-beda baik bagi fiskus maupun bagi
wajib pajak, akan menimbulkan kesadaran dan kepatalalam membayar pajak. Sebaliknya
undang-undang yang rumit, peraturan pelaksanaag tidak jelas, berbagai formulir yang
sering berganti, tempat pembayaran dan pelaponag jgaih, akan menghambat pembentukan
keadaran dan kepatuhan perpajakan. Dengan demimahila wajib pajak bisa memahami
undang-undang dan peraturan perpajakan, maka akanmbuhkan kesadaran di hati mereka
dan akan patuh dalam membayar pajak.

Hasil penelitian Riharjo (2007) menemukan bahevddpat pengaruh positif signifikan
antara kejelasan undang-undang dan peraturan gkapajlengan kepatuhan wajib pajak orang
pribadi dalam membayar pajak. Berdasarkan telaath dan hasil penelitian terdahulu, maka
dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

HAL: kejelasan undang-undang dan peraturan perpajakapermaruh positif signifikan
terhadap kepatuhan membayar pajak.

Motivas dan Kepatuhan Membayar Pajak

Menurut Hasibuan (2005) dalam Ghoni (2012), motibasasal dari kata latimovere
yang berarti dorongan atau daya penggerak. Mer@inoni (2012), motivasi dari wajib pajak
adalah sebagai berikut: (1) Kesadaran pajak daiib\wajak, tingkat kesadaran akan membayar
pajak didasarkan oleh tingkat kepatuhan wajib pgjak berpijak pada tingginya kesadaran
hukum dalam membayar pajak. Dalam hal ini perdufissmatlah berarti karena pada dasarnya
tingkat kepatuhan wajib pajak berdasarkan tinglahghaman yang baik seputar pajak; (2)
Kejujuran wajib pajak, faktor kejujuran dalam melydna pajak sangatlah penting karena
denganself assessment systgramerintah memberikan sepenuhnya kepercayaan rakaya
untuk menetapkan berapa jumlah pajak yang haruayalib sesuai dengan ketentuan.
Masyarakat diharapkan melaporkan jumlah kewajibajakp sebenar-benarnya tanpa ada
manipulasi; (3) Hasrat untuk dalam membayar pagggan kerangka pemikiran bahwa
kesadaran dalam membayar pajak haruslah diikuti blsrat yang tinggi untuk membayar
pajak.

Hasil penelitian Ghoni (2012) membuktikan bahvaaki ada pengaruh yang signifikan
antara motivasi dengan kepatuhan wajib pajak. Hasih berbeda dibuktikan oleh penelitian
Sulistiyono (2012) membuktikan bahwa terdapat pargaositif signifikan motivasi terhadap
kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan telaah teoripdshedaan hasil-hasil penelitian terdahulu,
maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

HAZ2: motivasi berpengaruh positif signifikan terhadap&tuhan membayar pajak.

Tingkat Pendidikan Wajib Pajak dan K epatuhan Membayar Pajak

Menurut Rustiyaningsih (2011), tingkat pendidikaagyarakat yang semakin tinggi
akan menyebabkan masyarakat lebih mudah memahdemntiean dan peraturan perundang-
undangan di bidang perpajakan yang berlaku. Ting&atidikan yang rendah akan berpeluang
wajib pajak enggan melaksanakan kewajiban perpajeiteena kurangnya pemahaman mereka
terhadap sistem perpajakan yang telah diterapkgmbifa wajib pajak mampu untuk
memahami peraturan perpajakan dengan baik, makakenekan memenuhi kewajibannya
dalam membayar pajak secara teratur.

Hasil penelitian Fraternesi (2002) membuktikarahwa tingkat pendidikan
berpengaruhi secara signifikan terhadap kepatuhajibwpajak. Hasil yang sama juga
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dibuktikan oleh penelitian Riharjo (2007) menemukbahwa terdapat pengaruh positif

signifikan tingkat pendidikan wajib pajak terhadagpatuhan wajib pajak orang pribadi dalam

membayar pajak. Berdasarkan telaah teori dan hasil- penelitian terdahulu, maka

dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

HA3: tingkat pendidikan wajib pajak berpengaruh postifnifikan terhadap kepatuhan
membayar pajak.

Kerangka Konseptual/M odel Penelitian
Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat digaartbkekangka konseptual penelitian
ini seperti pada gambar berikut:

Kejelasan Undang-undang dan
Peraturan Perpajakan 1X

Kepatuhan Membayar Paja
Motivasi (X2) (Y)

Tingkat Pendidikan Wajib
Paiak (X3

Gambar 1. Kerangka Konseptual

METODA PENELITIAN

Populasi, sampel, dan tehnik pengambilan sampel

Desain penelitian ini adalah penelitian yang mgngipotesis berupa pengaruh
kejelasan undang-undang dan peraturan perpajakativasi, dan tingkat pendidikan wajib
pajak terhadap kepatuhan membayar pajak. Dimenkiundata bersifatross sectiorpada
bulan November 2012. Populasi penelitian ini adaeluruh wajib pajak orang pribadi yang
ada di wilayah Kota Madiun. Teknik pengambilan sampdalahconvenience sampling
Sampel ditentukan dari para wajib pajak orang plilgang telah membayar Pajak Penghasilan
(PPh 21), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Piégkdaraan Bermotor (PKB) di Kota
Madiun.

Variabel Penelitian, Definisi Operasional Variabel, dan Pengukuran Variabel
Variabel Independen (bebas) dalam penelitian ialeddkejelasan undang-undang dan
peraturan perpajakan, motivasi, tingkat pendidikaajib pajak. Variabel dependen (terikat)
dalam penelitian ini adalah kepatuhan membayakpaja
a) Kejelasan Undang-Undang dan Peraturan perpajakan
Menurut Riharjo (2007), undang-undang dan peratpexpajakan yang jelas, mudah dan
sederhana, serta tidak menimbulkan penafsiran yaserpeda-beda, baik bagi fiskus
maupun bagi wajib pajak akan menimbulkan kesaddeankepatuhan perpajakan yang
sekaligus akan memperlancar arus kas negara.
b) Motivasi
Motivasi adalah sebuah dorongan yang dapat mehmgmaperilaku. Besarnya motivasi
akan berpengaruh terhadap intensitas perilaku ¢térasi, tanpa motivasi, apatis) dan juga
kesesuaian dengan tujuan perilaku (Ghoni, 2012).
¢) Tingkat Pendidikan Wajib Pajak
Menurut Riharjo (2007), tingkat pendidikan adatahapan pendidikan yang ditetapkan
berdasarkan tingkat perkembangan peserta didikariuyang akan dicapai dan kemampuan
yang dikembangkan.
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Semua variabel ini diukur dengan pertanyaan yahgadioleh Riharjo (2007) dan Ghoni
(2012). Variabel ini menggunakan skéikert lima poin dengan skala 1 = sangat tidak setuju,
skala 2 = tidak setuju, skala 3= netral , skaladtsju, skala 5= sangat setuju.

Teknik Analisis

Dalam penelitian ini teknik analisis dilakukan alal beberapa tahap yaitu uji
validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik (moalitas, multikolinieritas, heteroskedastisitas,
autokorelasi), uji hipotesis menggunakan uji regidberganda dengan SPSS 17.

ANALISISDATA DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Data

Total Kuisioner yang disebarkan kepada wajib pajesng pribadi di Kota Madiun
adalah 100 kuesioner. Kuesoner kembali 91. Settilakukan pengecekan dan evaluasi awal
terdapat 10 kuesioner digagalkan dikarenakan repotidak mengisi identitas responden.
Sehingga jumlah data yang diolah adalah 81 data.

Statistik Deskriptif

Dalam analisis deskriptif ini, peneliti akan mergdtan hasil perhitungan nilai
minimum, nilai maksimum, nilai rata-ra{enean)dan deviasi standart dari tiap item pernyataan
penelitian.

Tabel 2. Statistik deskriptif

Variabel Penelitian N Min Max Mean S.t d'. Jumlah R'ata'-rata
Deviation pernyataan Tiap item
Kejelasan UU dan
) 81 13 23 1810  2.166 5 3.62
Peraturan Perpajakan
Motivasi 81 14 28 2084 2272 6 3.47
Tingkat Pendidikan 81 13 21 1585  1.379 5 3.17
Kepatuhan
patu 12 25 1877  2.430 5 3.75

Membayar Pajak

Uji Validitas

Berdasarkan hasil pengujian validitas diperolehainiignifikan 0,000 — 0,001,
menunjukan bahwa setiap indikator pada semua \aradalah valid . Hal tersebut ditunjukan
dengan nilai signifikansi kurang dari 0,05. Tetppda butir pernyataan (tingkat pendidikan) no
2 dan 3 nilai signifikan > 0,05 sehingga tidak galan harus dibuang.

Uji Reliabilitas
Hasil uji reliabilitas menunjukan bahwa nil@ronbach’s Alphatiap variabel lebih
besar dari 0,60 sehingga semua variabel dinyataabel.

Tabel 3.Hasl| Uji Reliabilitas

Variabe :\tle(r):] Alpha Keterangan
Kejelasan Undang-Undang dan Peraturan Perpajakab 0,635 Reliabel
Motivasi 6 0,667 Reliabel
Tingkat Pendidikan 3 0,679 Reliabel
Kepatuhan Membayar Pajak 5 0,713 Reliabel
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Uji Asums Klask.
Uji Multikolineritas
Tabel 4. Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel Tolerance VIF
Kejelasan Undang-Undang dan Peraturan Perpajakan 468 0. 2.136
Motivasi 0.173 5.767
Tingkat Pendidikan 0.230 4.341

Dari pengujian Multikoliniertias tersebut diperol&lahwa hasil VIF < 10 dan nilai
tolerance> 0,10 sehingga semua variabel bebas dari multi&atitas.

Uji Heter oskedastisitas

Scatterplot

Dependent Variable: Y
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Dapat dilihat bahwa titik-titik tersebut menyeliiatas dan dibawah angka nol pada
sumbu Y dan titik tidak membentuk pola tertentu.l l&sebut menunjukan tidak terjadi
heteroskedastisitas. Hasil tersebut di dukung detdjaPark dengan signifikan > 0,010 yaitu
0,050-0,169.

Uji Autokorelas

Pada penelitian ini nilai pada Durbin-Watson seb&s#60. Nilai Durbin-Watson ini
membuktikan bahwa pada penelitian ini bebas dddkawelasi, hal ini dapat dilihat dari nilai
du < d < (4-du) yaitu 1,7202 < 1,882 < 2,2798.

Uji Normalitas

Titik-titik yang menyebar mengikuti garis diagongn dan pengujian kolmogrov
smirnov dengan unstandardized residual persamapasredidapat nilai sig. (2-tailed) 0,300.
(sig. > 0,05) maka data penelitian memenuhi asaorsnalitas.

Hasil Uji Hipotesis

Tabel 5
Hasil Uji Hipotesis
Variabel Hip. Koefisien t Sig. Kesimpulan
Konstan -0,873
Kejelasan Undang-Undang H1 0,345 3,644 0,000 Terdukung
dan Peraturan Perpajakan
Motivasi H2 0,569 3,833 0,000 Terdukung
Tingkat Pendidikan H3 0,145 0,751 0,455 Tidak Terdukung

R Square = 0,743
F hitung = 74,105 Sig.=0,000 N=81

R Square sebesar 0,743 artinya 74,3% variabetlega membayar pajak dapat
dijelaskan oleh variasi dari variabel kejelasanamgdundang dan peraturan perpajakan,
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motivasi, dan tingkat pendidikan, sedangkan 25,i8#nya dijelaskan oleh variabel lain diluar
model

Dari hasil analisis diatas, maka diperoleh persammaegresi linier berganda sebagai
berikut :
Y=-0,873 + 0,345X1 + 0,569X2 + 0,145X3

Pembahasan

Hipotesis 1 menyatakan pengaruh kejelasan undadgng dan peraturan perpajakan
terhadap kepatuhan membayar pajak. Berdasarkanpeagjujian pada tabel 5 dapat diketahui
p < 0,05 yaitu 0,000 dan nilai koefisien 0,345. &w p < 0,05 dengan koefisien bernilai positif
maka analisis hipotesis tersebut dinyatakan skgmifidengan arah hubungan positif sehingga
H1 diterima. Hal ini berarti kejelasan undang-urgl@an peraturan perpajakan berpengaruh
terhadap kepatuhan membayar pajak. Hasil yangfikigmidikarenakan sistem dan prosedur
yang mudah sehingga mempengaruhi kesadaran datukapawajib pajak dalam membayar
pajak.

Hipotesis 2 menyatakan pengaruh motivasi terhakigpatuhan membayar pajak.
Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 5 dapatadike p < 0,05 yaitu 0,000 dan nilai
koefisien 0,569. Karena p < 0,05 dengan koefisiemilai positif maka analisis hipotesis
tersebut dinyatakan signifikan dengan arah hubunmzsitif sehingga H2 diterima. Hal ini
berarti motivasi berpengaruh positif signifikanhdap kepatuhan membayar pajak. Hasil
pengujian statistik dalam penelitian ini menunjukkeahwa motivasi mempengaruhi kepatuhan
membayar pajak. Responden setuju bahwa membayas¢ parupakan kewajiban setiap warga
negara.

Hipotesis 3 menyatakan pengaruh tingkat pendidikajib pajak terhadap kepatuhan
membayar pajak. Berdasarkan hasil pengujian pdwdh Sadapat diketahui p > 0,05 yaitu 0,455
dan nilai koefisien 0,145. Karena p > 0,05 dengagfikien bernilai positif maka analisis
hipotesis tersebut dinyatakan tidak signifikan @engarah hubungan positif sehingga H3
ditolak. Hal ini berarti tingkat pendidikan wajikajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan
membayar pajak. Hasil yang tidak signifikan ini aiénakan masih rendahnya tingkat
pendidikan wajib pajak sehingga wajib pajak enggaglaksanakan kewajiban perpajakan
karena kurangnya pemahaman terhadap sistem pexpajaing diterapkan. Sebagian besar
responden 55,55% berpendidikan terakhir SLTA.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

a. Kejelasan undang-undang dan peraturan perpajakam genelitian ini memiliki p < 0,05
yaitu 0,000 sehingga dapat disimpulkan bahwa kegelaundang-undang dan peraturan
perpajakan berpengaruh positif signifikan terhallapatuhan membayar pajak di Kota
Madiun.

b. Motivasi dalam penelitian ini memiliki p < 0,05 yw&i0,000 sehingga dapat disimpulkan
bahwa motivasi berpengaruh positif signifikan teid@a kepatuhan membayar pajak di
Kota Madiun.

c. Tingkat pendidikan dalam penelitian ini memiliki> 0,05 yaitu 0,455 sehingga dapat
disimpulkan bahwa tingkat pendidikan tidak berpeuabgasignifikan terhadap kepatuhan
membayar pajak di Kota Madiun.

K eter batasan

a. Ruang lingkup penelitian terbatas hanya dakaadiun.

b. Peneliti dalam menyebar kuesioner menggunakan pebigan sampel secara nyaman
(convenience samplipglilakukan dengan memilih sampel bebas sekehepdeketnya
tanpa mengetahui jumlah wajib pajak bumi dan baagupajak penghasilan dan pajak
kendaraan bermotor. Kuesioner yang disebar dalaraliian ini sebanyak 100 eksemplar.
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c. Dalam penelitian ini, peneliti tik menguji beda antara wajib pajak bumi dan bangL
pajak penghasilan dan pajak kendaraan berrr
d. Sampel Pajak Penghasilan (PPh 21) tidak tepatn&atelah diotong langsung oleh
pemberi kerja.
e. Ukuran tingkat pendidikan wajib pajak menggunapersepsian.
Ukuran kepatuhan wajib pajak menggunakan perse

—h

Saran

a. Penelitian yang akan datang, diharapkan tidak hditglukan di Kota Madiun, tetapi jug
dilakukan di Kabupaten dan wilayah la

b. Penelitian yang akan datang, diharapkan umenguji beda.

c. Bagi peneliti yang akan datang, dalam pengambgampg! diharapkan untuk mengeta
jumlahwajib pajak bumi dan bangunan, pajak penghasilarpdiak kendaraan bermor

d. Peneliti yang akan datang, diharapkan untuk tidanggunakan sampel \jib Pajak
Penghasilan (PPh 21) tetapi menggunakan pekergs

e. Peneliti yang akan datang, diharapkan pada variabdependen yaitu tingkat pendidik
wajib pajak diukur dengan menggunakan tingk/perankingan dengan skala ordi

f. Diharapkanvariabel ependen yaitu kepatuhan membayar pdjakur dengan kepatuhi
membayar pajak dan kepemilikan NP\
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